
STRATEGI PROGRAM GO DIGITAL DALAM 

MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN UMKM DI 

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

 

 TUGAS AKHIR  

Oleh: 

 

DIAN PERMATA 

2203100023 
 

Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Konsentrasi  Administrasi Pembangunan 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2026 



 

 

i 

 

 

  



 

 

ii 

 

 

 

  



 

 

iii 

 

 

 



 

 

i 

 

ABSTRAK 

STRATEGI PROGRAM GO DIGITAL DALAM MENINGKATKAN 

PELAYANAN PERIZINAN UMKM KABUPATEN LABUHANBATU 

SELATAN 

 

Oleh : 

 

DIAN PERMATA                                                                                                   

2203100023 

 

Penelitian ini mengkaji strategi Program GO DIGITAL dalam 

meningkatkan pelayanan perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Permasalahan yang diangkat berfokus pada 

bagaimana implementasi program GO DIGITAL dalam meningkatkan efisiensi, 

transparansi, aksesibilitas, serta akuntabilitas pelayanan perizinan UMKM, serta 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah melalui digitalisasi 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi pelaku UMKM. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Dinas 

Koperasi dan UMKM, pegawai dinas, serta pelaku UMKM, serta didukung oleh 

dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program 

GO DIGITAL memberikan dampak positif dalam meningkatkan pelayanan 

perizinan UMKM, khususnya pada aspek efisiensi melalui percepatan proses, 

transparansi melalui keterbukaan informasi, aksesibilitas melalui kemudahan 

layanan, serta akuntabilitas dalam pelayanan. Namun, masih terdapat kendala 

seperti rendahnya literasi digital pelaku UMKM serta keterbatasan pemahaman 

terhadap sistem yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, 

pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar 

implementasi program berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa 

penerapan Program GO DIGITAL merupakan upaya dalam menciptakan 

pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat 

 

Kata kunci : Program Go Digital, Pelayanan Perizinan, Kebijakan UMKM, 

Governansi Publik                          
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas usaha 

yang memiliki potensi untuk memperluas lapangan kerja dan menyediakan 

layanan ekonomi bagi masyarakat. UMKM berperan penting untuk mewujudkan 

pemerataan ekonomi, mengoptimalkan pendapatan masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. UMKM ialah kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

perseorangan atau kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

perseorangan atau kelompok. Pengembangan UMKM sebagai dasar ekonomi 

kerakyatan dalam sebuah strategi yang harus ditindaklanjutkan dengan langkah 

nyata. 

       UMKM menjadi sumber inovasi dan kreativitas yang dapat menghasilkan 

produk dan jasa dengan mempunyai nilai tambah serta meningkatkan daya saing 

pasar. Melalui UMKM, diversitas usaha dan keunggulan lokal dapat diwujudkan, 

menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dukungan yang 

kuat dari pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat dan 

mengembangkan UMKM, sehingga mampu memberikan dampak positif yang 

lebih besar untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh. 

       Keadaan tersebut, membuat pelaku usaha terdorong untuk memperbaiki 

kualitas manajerial mereka. Maka, penting adanya pendampingan dan pelatihan 

untuk meningkatkan literasi pelaku UMKM. Terutama dalam perizinan usaha 
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UMKM. Hal ini juga di dukung oleh pemerintah daerah labusel melalui dinas 

UMKM untuk memberikan dukungan terkait pelayanan perizinan UMKM. 

Upaya ini dilakukan dengan menerapkan program go digital khusus untuk 

UMKM.  

       Akan tetapi diperlukan strategi program go digital untuk meningkatkan 

pelayanan perizinan UMKM di labusel. Hal ini disebabkan oleh masih 

terbatasnya akses bagi pelaku UMKM dalam menggunakan program go digital 

tersebut. Salah satunya adalah terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian 

perizinan bagi pelaku UMKM dengan menggunakan program go digital tersebut. 

Salah satunya adalah terkait kecepatan waktu dalam penyelesaian perizinan bagi 

pelaku UMKM.  

       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 1 ayat 10, pengembangan dijelaskan 

sebagaimana Tindakan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia 

usaha dan masyarakat untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) dengan menyediakan fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan 

untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Selain itu Pasal 3, 

menegaskan bahwa usaha mikro, Kecil dan menengah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Oleh 

karena itu, seluruh lapisan masyarakat yang memiliki usaha baik mikro maupun 

makro, berperan penting dalam menjaga kelancaran ekonomi dan mewujudkan 

kemandirian masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
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2008:4). 

       Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003, Usaha 

Mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau keluarga 

Warga Negara Indonesia, dengan omzet tahunan maksimal Rp100 juta dan 

plafon kredit perbankan yang dapat diajukan sebesar Rp50 juta. Karakteristik 

usaha mikro antara lain fleksibilitas dalam jenis barang yang dijual, lokasi usaha 

yang tidak tetap, belum menerapkan sistem pencatatan keuangan, serta 

pengelolaan usaha yang masih tercampur dengan keuangan pribadi. Pelaku usaha 

mikro umumnya memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, belum memiliki 

akses perbankan, dan sering kali tidak mengantongi izin usaha resmi seperti 

NPWP atau legalitas lainnya. 

Tabel 1. Data Jumlah Masyarakat Pelaku UMKM Di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 

No Kecamatan Jumlah Umkm 

Jumlah Umkm Di 

Kab. Labuhanbatu 

Selatan 

1 Kota Pinang 667 

4.406 

2 Kampung Rakyat 892 

3 Sungai Kanan 924 

4 Torgamba 1.147 

5 Silangkitang 776 
Sumber: Dinas Koperasi Dan Umkm Serta Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025 

       Tabel 1.1 menunjukkan jumlah masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan kecamatan 

pada tahun 2025. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Dinas Koperasi dan 

UKM serta Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2025, total 

4.406 unit usaha berada di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kotapinang, 
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Kampung Rakyat, Sungai Kanan, dan Torgamba. 

       Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat cukup aktif dan 

tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Banyak pelaku 

UMKM menunjukkan banyak potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan 

ekonomi lokal. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan 

kerja baru, menggerakkannperekonomian, dan menjadi salah satu pilar utama 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat daerah. 

       Dalam menjalankan usaha tentunya banyak menghadapi berbagai 

permasalahan dalam pengembangannya, yaitu: kurangnya permodalan, kesulitan 

dalam pemasaran, struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang 

tidak baku, kualitas manajemen rendah, Sumber Daya Manusia terbatas dan 

kualitasnya rendah, aspek legalitas lemah, dan rendahnya kualitas teknologi. 

       Keadaan tersebut, membuat pelaku usaha terdorong untuk memperbaiki 

kualitas manajerial mereka. Maka, penting adanya pendampingan dan pelatihan 

untuk meningkatkan literasi pelaku UMKM. Terutama dalam perizinan usaha 

UMKM. Hal ini juga di dukung oleh pemerintah daerah labusel melalui dinas 

UMKM untuk memberikan dukungan terkait pelayanan perizinan UMKM. 

Upaya ini dilakukan dengan menerapkan program go digital khusus untuk 

UMKM. 

       Akan tetapi diperlukan strategi program go digital untuk meningkatkan 

pelayanan perizinan UMKM di labusel. Hal ini disebabkan oleh masih 

terbatasnya akses bagi pelaku UMKM dalam menggunakan program go digital 
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tersebut. Salah satunya adalah terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian 

perizinan bagi pelaku UMKM dengan menggunakan program go digital tersebut. 

Salah satunya adalah terkait kecepatan waktu dalam penyelesaian perizinan bagi 

pelaku UMKM.  

       Maka tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah proses 

perizinan yang rumit. Perizinan yang efisien adalah kunci untuk memastikan 

bahwa usaha dapat beroperasi secara legal dan memperoleh dukungan dari 

pemerintah. Dalam banyak kasus, proses perizinan yang panjang dan birokratis 

justru menjadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk memulai atau 

mengembangkan usaha mereka. Ketidakpastian mengenai perizinan juga dapat 

mengurangi minat pelaku usaha untuk berinvestasi dan berinovasi. 

       Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana banyak pelaku UMKM 

berjuang untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat, penting untuk 

memahami urgensi perizinan ini. Perizinan yang baik tidak hanya memberikan 

legitimasi kepada usaha, tetapi juga memberikan akses kepada pelaku UMKM 

untuk mendapatkan pembiayaan, pasar, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Oleh 

karena itu, reformasi dalam proses perizinan menjadi sangat penting untuk 

mendukung pertumbuhan UMKM di daerah ini. 

       Menghadapi tantangan yang ada, program GO DIGITAL di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan menjadi langkah yang sangat relevan. Digitalisasi memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses 

perizinan. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku UMKM dapat mengakses 

informasi yang lebih baik, mengurangi waktu yang diperlukan untuk 
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mendapatkan izin, dan menghindari birokrasi yang sering kali menghambat. 

       Namun, meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, masih ada 

beberapa masalah yang perlu diatasi. Banyak pelaku UMKM di Labuhanbatu 

Selatan yang belum terbiasa dengan teknologi digital, sehingga menciptakan 

kesenjangan dalam adopsi sistem digital. Sebagian pelaku usaha masih 

bergantung pada cara-cara tradisional, sehingga diperlukan program yang tidak 

hanya memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga memberikan pelatihan dan 

dukungan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi 

tersebut secara maksimal. 

       Tujuan program ini adalah untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Ini akan memungkinkan 

pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha mereka secara online tanpa harus 

datang langsung ke kantor pemerintah. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana Strategi Program GO DIGITAL Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Perizinan Umkm Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Program GO DIGITAL 

Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Umkm Di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 
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       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, 

manajemen pembangunan daerah, dan tata kelola pelayanan publik berbasis 

digital. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami 

penerapan strategi digitalisasi pemerintah daerah melalui program GO DIGITAL 

dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan UMKM. Selain 

itu, penelitian ini memperkaya kajian literatur tentang pelayanan perizinan yang 

berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui pemanfaatan 

teknologi informasi. 

b. Manfaat Praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai bahan masukan dan evaluasi 

untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program GO DIGITAL, agar 

pelayanan perizinan bagi UMKM dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, 

dan transparan. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan teknologi digital 

dalam pengurusan izin usaha serta mendorong mereka untuk beradaptasi dengan 

sistem pelayanan modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam mengembangkan kajian 

maupun kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui 

layanan perizinan berbasis digital. 

1.4 Sistematika Penulisan 

       Sistematika penelitian dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar 
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dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka di 

buat penulisan yang di anggap berkaitan antara satu yang lainnya yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

       Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

       Dalam BAB II berisi, Telaah Pustaka yang merupakan landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permaasalahan yang 

dibahas oleh peneliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

       Pada bab ini, penulis menguraikan tentang Metode Penelitian, Jenis 

Penelitian, Kerangka Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, 

Deskripsi Ringkas Objek Penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Pada bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga 

peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

       Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran semua hasil yang di 

teliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pelayanan Publik 

       Pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian layanan oleh pemerintah 

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan umum, kemudahan proses, 

kecepatan pelayanan, serta kepuasan masyarakat sebagai tujuan utama (Khaidir 

Ali & Rafieqah Nalar Rizky, 2021). Berdasarkan Undang-undang Republik 

indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian 

pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan demi memenuhi 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/ KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(Taufiqurokhman, 2018) . 

       Pelayanan publik yang tercantum dalam peraturan tersebut meliputi berbagai 

macam layanan, salah satunya adalah layanan perizinan, yaitu layanan 

administratif yang berhubungan dengan pemberian legalitas kepada individu 

atau pelaku usaha agar dapat melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Dalam kajian ini, pelayanan perizinan yang ada di Dinas 
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UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan contoh nyata dari 

pelayanan publik yang sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi 

lokal melalui pemberian izin usaha kepada para pelaku UMKM. Efektivitas 

pelayanan publik dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam memberikan 

layanan yang terstruktur, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mampu 

menciptakan kepuasan melalui proses pelayanan yang jelas dan terencana 

(Mahardika Ananda, 2024). Pelayanan publik yang baik juga memerlukan sistem 

yang mendukung kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta koordinasi yang 

efektif antar pelaksana kebijakan (Saputra, 2022). 

2.2 Pelayanan Perizinan 

       Pelayanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan 

pemerintahan. Pelayanan berbentuk konkret pemerintah dalam melayani 

masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah adalah bersifat 

administratif maupun pemenuhan terhadap barang atau jasa. Pemerintah sebagai 

penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan publik secara optimal 

untuk menghasilkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

       Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan 

usaha untuk melakukan aktivitas usaha berdasarkan Peraturan Perundang- 

Undangan. Izin ditujukan untuk mengarahkan dan menyeleksi kegiatan-kegiatan 

tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Izin dipakai sebagai landasan hukum 

untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan dan sebagai alat 

bukti sebuah usaha (sutrisno, 2016) 

       Pelayanan perizinan usaha memiliki perhatian khusus dikarenakan 
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berhubungan langsung dengan sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat 

sebagai penerima layanan. Pelayanan perizinan dianggap memerlukan 

penyempurnaan pada sistem pelayanan publik termasuk perbaikan metode dan 

prosedur dalam pelayanan publik itu sendiri (Arif & Wahyudi, 2022). 

       Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan 

jaminan kepastian hukum atas usaha yang  dimiliki sehingga dapat menjamin 

segala aktivitas.Jadi, pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau 

melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi. 

2.2.1 Pelayanan Perizinan UMKM 

       Pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang 

memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan kegiatan usaha 

masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Pelayanan perizinan tidak hanya berfungsi sebagai proses 

administratif untuk memberikan legalitas usaha, tetapi juga menjadi sarana 

pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi. 

Pelayanan perizinan yang efektif sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM karena 

legalitas usaha dapat membuka berbagai peluang pengembangan usaha, seperti 

akses terhadap pembiayaan, peningkatan kepercayaan konsumen, serta 

kesempatan untuk mengikuti program pemberdayaan usaha dari pemerintah. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan sistem pelayanan perizinan yang 
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mudah, cepat, transparan, serta dapat diakses oleh sehruh lapisan masyarakat

  

       Menurut (Zulaikha, 2024) dalam buku Optimalisasi Pelayanan Perizinan: 

Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, dan Aksesibilitas Proses Perizinan 

UMKM. pelayanan perizinan yang optimal harus mampu memberikan 

kemudahan bagi masyarakat melalui sistem pelayanan yang efisien, terbuka, dan 

mudah diakses. Pelayanan perizinan tidak hanya dilihat dari hasil akhir berupa 

penerbitan izin usaha, tetapi juga dari bagaimana proses pelayanan tersebut 

dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Zulaikha menjelaskan bahwa 

pelayanan perizinan yang baik harus mampu mengurangi hambatan birokrasi, 

       Pelayanan perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik yang 

berorientasi pada pemberian legalitas usaha secara sistematis, terstruktur, dan 

berbasis kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini tidak hanya dipahami sebagai 

proses administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis pemerintah 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, serta memperkuat daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi 

yang semakin kompetitif Zulaikha (2024). 

       Dalam perspektif ini, pelayanan perizinan UMKM mencerminkan 

pergeseran paradigma dari model birokrasi tradisional yang cenderung kaku dan 

berbelit-belit menuju model pelayanan publik modern yang lebih responsif, 

adaptif, dan inovatif. Pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan 

pelayanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu menjawab 
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kebutuhan riil pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi berbagai kendala 

seperti keterbatasan informasi, rendahnya literasi digital, serta minimnya 

pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. 

2.2.2 Karakteristik Pelayanan Perizinan UMKM 

1. Berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat 

       Karakteristik pelayanan perizinan UMKM tersebut tidak hanya 

bersifat konseptual, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam 

praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Karakteristik yang 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa 

pelayanan perizinan tidak berhenti pada aspek legalitas semata, tetapi 

juga menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas dan 

kemandirian pelaku UMKM. Dalam konteks ini, legalitas usaha 

berfungsi sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh 

akses terhadap berbagai program pengembangan, sehingga mampu 

meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan (Zulaikha 2024) 

2. Sederhana dan Mudah Dipahami  

       Karakteristik sederhana dan mudah dipahami mencerminkan adanya 

upaya pemerintah dalam merancang sistem pelayanan yang tidak hanya 

efisien, tetapi juga komunikatif dan ramah bagi masyarakat. 

Penyederhanaan prosedur serta penggunaan bahasa yang jelas dan tidak 

teknis menjadi faktor penting agar pelayanan dapat diakses oleh pelaku 

UMKM dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dengan 

demikian, hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama 
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dalam pengurusan izin usaha dapat diminimalisir.  

3. Berbasis Teknologi Informasi  

       Karakteristik berbasis teknologi informasi menunjukkan adanya 

transformasi pelayanan publik menuju sistem digital yang lebih modern 

dan adaptif. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem Online Single 

Submission (OSS), tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi 

juga meningkatkan transparansi dan akurasi data. Namun demikian, 

implementasi teknologi ini perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur 

dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi 

penyelenggara pelayanan maupun pelaku UMKM, agar tidak 

menimbulkan kesenjangan digital. 

4. Inklusif dan Non-Diskriminatif  

       Karakteristik inklusif dan non-diskriminatif menekankan bahwa 

pelayanan perizinan UMKM harus mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Hal ini mencerminkan 

komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan 

akses dalam pelayanan publik. Pelayanan yang inklusif tidak hanya 

memperhatikan aspek geografis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat, sehingga setiap pelaku UMKM memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh legalitas usaha. 

5. Berkelanjutan  

       Adapun karakteristik berkelanjutan menunjukkan bahwa pelayanan 

perizinan UMKM merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan 
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tidak berhenti pada tahap penerbitan izin. Menurut Siti Zulaikha (2024), 

diperlukan adanya tindak lanjut berupa pembinaan, monitoring, dan 

evaluasi untuk memastikan bahwa usaha yang telah memperoleh izin 

dapat berkembang secara optimal. Pendekatan berkelanjutan ini juga 

memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai kendala 

yang dihadapi pelaku UMKM, sehingga kebijakan dan program yang 

dirancang dapat lebih tepat sasaran. 

2.2.3 Model Pelayanan Perizinan UMKM Menurut Siti Zulaikha (Zulaikha, 

2024) 

1. Efisiensi 

       Efisiensi dalam pelayanan perizinan UMKM menggambarkan 

bagaimana proses pelayanan dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan 

tidak berbelit-belit. Menurut Zulaikha (2024), efisiensi tidak hanya 

dilihat dari kecepatan waktu penyelesaian izin, tetapi juga dari 

kesederhanaan prosedur serta kemampuan pemerintah dalam 

memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pelayanan yang efisien akan 

memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas 

usaha tanpa harus menghadapi hambatan birokrasi yang panjang. Selain 

itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem digital turut berperan penting 

dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan adanya efisiensi, 

pelaku UMKM akan lebih terdorong untuk mengurus izin usaha karena 

prosesnya dianggap tidak menyulitkan dan tidak memakan waktu yang 

lama. 
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2. Transparansi 

       Transparansi dalam pelayanan perizinan UMKM berkaitan dengan 

keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai 

seluruh proses pelayanan. Zulaikha (2024) menjelaskan bahwa 

transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan 

publik terhadap pemerintah. Dalam hal ini, pelaku UMKM harus 

memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan, prosedur, biaya, 

serta jangka waktu penyelesaian izin. Keterbukaan tersebut akan 

meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun praktik 

penyimpangan dalam pelayanan. Dengan adanya transparansi, 

masyarakat dapat memahami alur pelayanan secara menyeluruh dan 

merasa lebih yakin terhadap proses yang dijalankan oleh pemerintah. 

3. Aksesibilitas 

       Aksesibilitas dalam pelayanan perizinan UMKM menunjukkan 

sejauh mana layanan tersebut dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Menurut Zulaika (2024), pelayanan yang 

baik adalah pelayanan yang tidak membatasi akses masyarakat, baik dari 

segi lokasi, kemampuan ekonomi, maupun tingkat literasi. Dalam 

konteks ini, pemerintah dituntut untuk menyediakan layanan yang mudah 

dijangkau, baik secara langsung maupun melalui sistem berbasis digital. 

Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan 

dalam mengakses teknologi, sehingga diperlukan adanya pendampingan 

atau bantuan teknis. Aksesibilitas yang baik akan meningkatkan 
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partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan usaha serta mendorong 

semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas. 

4. Akuntabilitas 

       Akuntabilitas dalam pelayanan perizinan UMKM merujuk pada 

kemampuan penyelenggara pelayanan dalam mempertanggungjawabkan 

setiap proses dan hasil pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas 

merupakan indikator penting dalam menciptakan pelayanan publik yang 

berkualitas dan terpercaya. Dalam praktiknya, setiap tahapan pelayanan 

harus memiliki standar yang jelas serta dapat diawasi dan dievaluasi. 

Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan 

keluhan atau pengaduan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelayanan. 

Dengan adanya akuntabilitas, penyelenggara pelayanan akan terdorong 

untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan, sehingga 

kualitas pelayanan perizinan UMKM dapat terus ditingkatkan (Zulaikha, 

2024). 

2.3 Administrasi Publik 

       Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang secara khas 

mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern. Administrasi 

pada dasarnya sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Pada saat masyarakat 

hidup nomaden, mereka sudah melaksanakan administrasi. Administrasi sebagai 

ilmu pengetahuan baru berkembang pada awal abad 19. Meskipun umur 

administrasi sudah lama, tetapi administrasi masih menjadi kajian yang menarik 

perhatian, karena beberapa kasus yang terjadi pada saat ini banyak dihubungkan 
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dengan ketidakberesan dalam kegiatan administrasi (Marliani, 2018). 

       Administrasi publik menurut (Nainggolan et al., 2022) adalah proses dimana 

sumberdaya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk 

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan- 

keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi Publik menunjukkan bagaimana 

pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator 

yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah dan 

prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena 

diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan 

harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. 

       Administrasi publik pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat. 

Dalam perkembangannya, administrasi publik mengalami pergeseran paradigma 

dari Old Public Administration (OPA) yang birokratis, menuju New Public 

Management (NPM) yang menekankan efisiensi dan orientasi pasar, hingga kini 

berkembang ke paradigma New Public Service (NPS) yang berorientasi pada 

pelayanan publik berbasis partisipasi dan kolaborasi masyarakat. New Publik 

Service adalah bagaimana pelayan publik harus merespon segala bentuk 

pelyanan tidak hanya dari klien,yang harus dilayani dan membutuhkan mereka 

pada saat itu (Nightyas, 2017). 

       Paradigma New Public Service menekankan bahwa peran utama pemerintah 

bukanlah sebagai pengendali (steering) seperti pada NPM, melainkan sebagai 

pelayan (serving). Pemerintah dalam kerangka NPS bertugas untuk melayani 
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warga negara, membangun kepercayaan, serta melibatkan masyarakat sebagai 

mitra aktif dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. 

Dalam hal ini, masyarakat tidak dipandang sebagai konsumen layanan, tetapi 

sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan dilayani secara 

adil. 

       Pada intinya, administrasi publik adalah sebuah proses yang melibatkan 

kegiatan pemerintahan untuk memenuhi kehendak masyarakat melalui 

pengelolaan sumber daya publik secara optimal dan bermanfaat. Dalam 

perspektif klasik, administrasi publik cenderung menyoroti pemerintah sebagai 

penggerak utama (atas-bawah) yang mengatur, mengendalikan, dan melayani 

masyarakat yang dianggap pasif sebagai penerima kebijakan. Pendekatan ini 

lebih menekankan efisiensi, struktur hirarkis, dan kepatuhan pada regulasi 

birokrasi. 

       Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan untuk 

pelayanan publik yang lebih responsif, partisipatif, dan menggunakan teknologi, 

pendekatan ini mulai beralih ke arah New Public Service (NPS). Menurut (Agus, 

2019) pendekatan NPS melihat masyarakat bukan hanya sebagai "pelanggan" 

atau "objek pelayanan", tetapi sebagai citizenship yang memiliki peranan aktif 

dalam proses pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah berfungsi sebagai 

penghubung dan mitra, bukan sekadar pelaksana kebijakan. 

       Pendekatan New Public Service sangat sesuai dengan semangat Program 

GO DIGITAL, karena keduanya menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif 

dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah kini tidak hanya menawarkan 
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layanan, tetapi juga memberdayakan dan mengajak masyarakat untuk terlibat 

melalui teknologi digital. 

       Oleh karena itu, strategi pengelolaan layanan publik di Dinas UMKM 

Labuhanbatu Selatan dalam konteks GO DIGITAL dapat dilihat sebagai 

penerapan nilai-nilai NPS, yang meliputi: 

a. Melayani daripada mengendalikan Pemerintah bertugas untuk 

melayani masyarakat, bukan mengatur mereka. 

b. Menjunjung tinggi kewarganegaraan di atas kewirausahaan – 

Menyasar pada kepentingan publik dan partisipasi warga, bukan 

hanya efisiensi ekonomi. 

c. Kepentingan publik sebagai tujuan Setiap kebijakan digital ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat UMKM. 

d. Akuntabilitas tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada 

warga Tanggung jawab publik menjadi aspek yang utama. 

2.4 Governance publik 

       Governansi publik adalah ide yang menyoroti pentingnya pengelolaan 

pemerintahan yang melibatkan partisipasi warga, terbuka, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat. Dalam 

cara pandang administrasi publik masa kini, governansi publik 

memposisikan pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga 

sebagai penggerak yang mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, 

dan masyarakat. 

       Konsep governansi publik menjadi sangat penting karena perubahan digital 
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dalam pelayanan publik adalah salah satu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik. Melalui program GO DIGITAL, Dinas UMKM 

berusaha membangun sistem pelayanan yang terbuka, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dan 

pelaku usaha untuk terlibat dalam proses pengurusan izin usaha. 

       Pendekatan governansi publik ini juga mendukung prinsip layanan yang 

berfokus pada kebutuhan masyarakat (citizen-oriented), di mana digitalisasi 

layanan menjadi alat untuk meningkatkan akses, kecepatan, dan keadilan bagi 

semua pelaku UMKM. Dengan demikian, Governansi publik dalam konteks ini 

tidak hanya menekankan pada kinerja dalam birokrasi, tetapi juga pada 

bagaimana pemerintah daerah bisa membangun sistem layanan izin digital yang 

inklusif dan memberdayakan komunitas lokal. Inovasi pelayanan publik berbasis 

digital merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelayanan 

menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

       UMKM merupakan salah satu perusahaan yang berperan penting dalam 

upaya Indonesia menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. UMKM 

diibaratkan sebagai elemen fundamental perekonomian kelas menengah dan 

kelas bawah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan UMKM dalam menyerap 

tenaga kerja sehingga menurunkan angka pengangguran (Allister et al., 2022) 

       Teknologi digital, seperti platform e-commerce, memungkinkan UMKM 

bersaing secara global dengan biaya ekspansi yang lebih rendah daripada 

perusahaan multinasional. Selain itu, teknologi digital mempercepat rantai nilai 
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dan memberikan akses langsung ke data pasar global. tentang cara yang lebih 

ekonomis untuk bersaing di pasar global. Transformasi digital dapat menjadi 

kunci sukses bagi UMKM dalam menembus pasar internasional jika dilakukan 

dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai. Digitalisasi tidak hanya 

meningkatkan inovasi dan efisiensi tetapi juga membuka lebih banyak peluang 

pasar. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital UMKM harus menjadi 

prioritas dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era 

globalisasi. 

       Penggunaan teknologi digital termasuk proses pengalihan bisnis analog ke 

bisnis digital, sehingga informasi bisa diperoleh dan ditransmisikan melalui 

peralatan dan jaringan internet. Di era digital, konsumen mencari kebutuhannya 

melalui internet, hal tersebut yang mengharuskan UMKM GO DIGITAL dan 

memerlukan dukungan dari seluruh komponen untuk mendigitalisasi UMKM. 

       Kolaborasi dalam penerapan UMKM GO DIGITAL tidak hanya dilakukan 

oleh Lembaga pemerintah, melainkan juga pihak swasta seperti perguruan tinggi 

bekerjasama dengan pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat melalui dosen maupun mahasiswanya dengan 

terjun langsung ke daerah-daerah yang memiliki potensi industri rumah tangga 

atau UMKM (Paramitasari, 2023). 

       Seiring perkembangan teknologi informasi, konsep governansi publik 

bertransformasi ke arah governansi digital (digital governance). Perubahan 

digital dalam pelayanan publik merupakan salah satu wujud nyata penerapan 

prinsip good governance yang menuntut efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas 
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dalam tata kelola pemerintahan (United Nations Development Programme 

Pakistan, 2019). 

       Pendekatan ini sejalan dengan prinsip citizen-oriented service, di mana 

digitalisasi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses, kecepatan, 

serta keadilan layanan publik bagi seluruh pelaku UMKM. Pemerintah daerah 

melalui Dinas UMKM berperan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi 

juga sebagai penggerak inovasi digital dan pemberdayaan masyarakat lokal agar 

mampu bersaing di era ekonomi digital (Purba et al., 2023) 

       UMKM sendiri memiliki peran fundamental dalam menurunkan angka 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia . Kehadiran teknologi digital seperti 

e- commerce, marketplace, dan sistem pembayaran elektronik (QRIS) membuka 

peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dengan biaya ekspansi yang 

relatif rendah, mempercepat rantai nilai, dan memperoleh akses langsung 

terhadap data pasar global. 

       Transformasi digital menjadi kunci bagi keberhasilan UMKM dalam 

meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, percepatan 

program UMKM GO DIGITAL harus menjadi prioritas strategis pemerintah 

dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan 

inovatif.Pelaksanaan program GO DIGITAL juga menggambarkan praktik nyata 

governansi publik kolaboratif (collaborative governance), di mana 

keberhasilannya bergantung pada sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, 

seperti: 

a. Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perindustrian, 
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yang menyelenggarakan pelatihan digital dan pendampingan usaha. 

b. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang memfasilitasi 

pemanfaatan platform niaga digital. 

c. Bank Indonesia, yang menyediakan sistem pembayaran digital seperti 

QRIS 

d. Pemerintah daerah serta perguruan tinggi, yang melakukan 

pendampingan langsung kepada pelaku UMKM di daerah 

(Paramitasari, 2023). 

       Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan penerapan prinsip-prinsip 

governansi publik yang menekankan keterlibatan multipihak (multi-stakeholder 

involvement) dalam pembangunan ekonomi digital. Dengan demikian, 

governansi publik dalam konteks UMKM GO DIGITAL bukan sekadar 

peningkatan kinerja birokrasi, tetapi juga upaya membangun ekosistem layanan 

publik digital yang inklusif, transparan, dan memberdayakan komunitas lokal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendeketan kualitatif. Menurut (Akmal et al., 2023) penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di 

sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. 

Creswell (2018:41) mendefinisikan jenis pendekatan kualitatif sebagai suatu jenis 

pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna individu atau 

kelompok terhadap sebuah masalah sosial atau manusia. Jenis pendekatan 

kualitatif melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang didasarkan pada teori 

atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam jenis 

kualitatif akan dianalisis secara induktif dari khusus ke tema umum dan 

menghasilkan sebuah interpretasi dari data yang telah dikumpulkan. data dalam 

jenis kualitatif akan dianalisis secara induktif dari khusus ke tema umum dan 

menghasilkan sebuah interpretasi dari data yang telah dikumpulkan. 

       Menurut Izharsyah (2022) mengungkapkan dalam penelitian Deskriptif 

kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk 

dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan 

yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan 

mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu 

oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Penelitian 
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deskriptif adalah jenis penelitian yang lebih khusus dirancang untuk menjelaskan 

suatu masalah atau situasi sebagaimana adanya dan untuk menjelaskan fakta-fakta 

yang ada, meskipun beberapa di antaranya diberikan interpretasi atau analisis. 

Dengan demikian, penelitian ini akan memaparkan permasalahan yang ada di 

lapangan yang akan dideskripsikan oleh peneliti dengan menggunakan data-data 

yang ada. 

3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Pelayanan Perizinan Umkm menurut Siti Zulaika 

2024 : 

a. Efisiensi 

b. Transparansi 

c. Aksesibilitas 

d. Akuntabilitas 
 

Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang efektif,efisien,dan 

transparansi bagi pelaku Umkm  

Program Go Digital 

Pelaku UMKM 
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3.3 Defenisi Konsep 

       Konsep adalah gagasan atau konstruk yang menjadi dasar pembentukan teori; 

konsep diidentifikasi, dihubungkan, dan digunakan untuk menjelaskan hasil yang 

diharapkan dalam suatu penelitian (Creswell 2018:69) 

a. Pelayanan Publik 

       Pelayanan perizinan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

memberikan izin kepada individu atau usaha agar bisa menjalankan kegiatan 

mereka secara sah. Ini sangat penting untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah), karena mereka memerlukan berbagai izin, seperti izin usaha atau izin 

lingkungan, agar bisa beroperasi dengan legal. Kualitas pelayanan perizinan yang 

baik dapat mendukung pertumbuhan UMKM dan berkontribusi pada perekonomian 

daerah. 

b. Pelayanan Perizinan 

       Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan 

usaha untuk melakukan aktivitas usaha berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Izin berfungsi untuk mengarahkan dan menyeleksi kegiatan-kegiatan 

tertentu yang dilakukan oleh masyarakat serta menjadi landasan hukum untuk 

menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan menjadi alat 

bukti legalitas suatu usaha 

c. Administrasi Publik 

       Administrasi publik adalah bidang yang fokus pada pengelolaan dan 

pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Ini 

mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
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pelaksanaan, hingga evaluasi program-program yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Administrasi publik berperan penting dalam memastikan 

bahwa layanan publik disampaikan secara efisien, efektif, dan transparan. 

Dengan pendekatan yang baik dalam administrasi publik, pelayanan dapat 

dilakukan dengan lebih responsif dan akuntabel.  

d. Governansi Publik 

       Governance publik adalah cara dan proses di mana pemerintah mengelola 

sumber daya dan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Ini melibatkan 

prinsip- prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan 

responsivitas dalam pengambilan keputusan. Governance publik bertujuan untuk 

memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik dijalankan dengan baik, serta 

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan governance yang baik, 

diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih harmonis 

dan efektif. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

       Kategorisasi penelitian digunakan sebagai kerangka analisis untuk 

mengelompokkan fokus kajian berdasarkan aspek-aspek tertentu yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Melalui kategorisasi ini, peneliti dapat 

menjelaskan dimensi-dimensi utama yang diteliti sehingga analisis terhadap 

fenomena yang dikaji menjadi lebih terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, 

kategorisasi yang digunakan adalah Pelayanan Perizinan UMKM, yang dikaji 

dalam konteks Strategi Program GO DIGITAL dalam Meningkatkan Pelayanan 

Perizinan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan mengacu pada 



 

29 

 

 

 

teori optimalisasi pelayanan perizinan UMKM. Kategorisasi penelitian ini dapat 

dilihat melalui model pelayanan perizinan dari Siti Zulaika 2024, yaitu: 

a. Efisiensi 

b. Transparansi 

c. Aksesibilitas 

d. Akuntabilitas 

3.5 Narasumber 

       Narasumber adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang 

akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup. 

Sebuah instansi, untuk bisa mendapatkan pelayanan penyediaan narasumber 

harus menyampaikan surat resmi berupa surat permohonan/permintaan 

narasumber yang kemudian dicatat kedalam buku surat masuk dan diteruskan 

kepada pimpinan untuk mendapatkan disposisi penunjukan narasumber. Dalam 

penelitian ini, narasumber adalah orang-orang yang memberikan informasi 

kepada peneliti dan orang-orang yang dapat memahami atau mengetahui tentang 

Strategi Program GO DIGITAL Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan 

UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan individu sebagai referensi untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini. Adapun 

narasumber dari penelitian ini adalah : 

a. Nama  : Fitriah, ST 

Umur  : 40 Tahun 

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
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Serta Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

 

b. Nama  : Dewi Noer Indah Sary, S.E 

Umur  : 42 Tahun 

Jabatan : Staf Dinas Usaha Kecil Menengah Serta Perdagangan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

c. Nama  : Syifa 

Umur  : 20 Tahun 

Jabatan : Pelaku UMKM 1 

d. Nama  : Roy Arisandi 

Umur  : 28 Tahun 

Jabatan : Pelaku UMKM  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah proses 

memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk memahami fenomena yang 

diteliti secara mendalam. Creswell menjelaskan bahwa pengumpulan data tidak 

hanya sebatas mengumpulkan fakta, tetapi juga melibatkan interaksi langsung 

antara peneliti dan partisipan dalam konteks alami (natural setting) Creswell 

(2018:254). Berbagai teknik dapat digunakan, termasuk observasi, wawancara, 

kuesioner, dan eksperimen, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam 

penelitian ininada yang digunakan yaitu: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

       Pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif adalah proses 
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memperoleh data langsung dari sumber pertama (firsthand information) melalui 

interaksi peneliti dengan partisipan di lingkungan alami (natural setting). Data 

primer ini diperoleh secara langsung dari individu atau kelompok yang menjadi 

subjek penelitian untuk memahami makna, pengalaman, dan pandangan mereka 

terhadap suatu fenomena. pengumpulan data primer merupakan inti dari 

penelitian kualitatif, karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam 

mengumpulkan dan menafsirkan data. Beberapa teknik pengumpulan data primer 

menurut Creswell meliputi Wawancara mendalam (in-depth interviews) 

digunakan untuk menggali informasi langsung dari partisipan tentang 

pengalaman dan pandangan mereka, Observasi langsung (direct observation) 

peneliti mengamati perilaku dan situasi secara langsung di lapangan untuk 

memahami konteks sosial partisipan, Diskusi kelompok terarah (focus group 

discussion) digunakan untuk memperoleh pandangan kolektif dari beberapa 

partisipan sekaligus Creswel (2018:254). 

2. Teknik pengumpulan data sekunder 

       Pengumpulan data sekunder adalah proses memperoleh data dari sumber- 

sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, 

bukan secara langsung dari partisipan penelitian. Data sekunder digunakan untuk 

melengkapi, memperkuat, dan memvalidasi data primer yang dikumpulkan 

peneliti di lapangan. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data 

sekunder dapat berasal dari berbagai jenis dokumen dan bahan tertulis, seperti: 

a. Dokumen resmi pemerintah daerah, Seperti laporan tahunan Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten 
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Labuhanbatu Selatan, laporan pelaksanaan Program GO DIGITAL, 

data statistik UMKM, serta arsip kebijakan terkait digitalisasi 

pelayanan perizinan. 

b. Peraturan perundang-undangan, Antara lain Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta 

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang 

mengatur pelaksanaan program digitalisasi UMKM. 

c. Laporan dan publikasi Resmi dari instansi seperti Badan Pusat 

Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika yang memuat data dan informasi 

mengenai perkembangan digitalisasi pelayanan publik dan sektor 

UMKM. 

d. Hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik yang 

membahas topik pelayanan publik, strategi digitalisasi pemerintahan, 

serta tata kelola perizinan berbasis teknologi informasi. 

e. Sumber daring (online) Seperti situs resmi Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan, portal berita lokal, dan publikasi digital yang 

memberikan informasi terkini mengenai implementasi program GO 

DIGITAL di daerah tersebut. 

3.7 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang 

melibatkan pengorganisasian data, membaca keseluruhan data, mengkodekan, 

mengelompokkan, serta menafsirkan makna data secara mendalam untuk 
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menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu 

dimulai dari data lapangan kemudian dikembangkan menjadi pola, tema, atau 

teori yang bersifat umum. Creswell menegaskan bahwa analisis data bersifat 

interaktif dan berulang (iterative process) artinya dilakukan sejak awal 

pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Creswel 

mengemukakanaktivitas dalam analisis data meliputi: 

a. Mengorganisasi dan mempersiapkan data untuk dianalisis 

b. Membaca keseluruhan data secara menyeluruh 

c. Melakukan pengkodean (coding) data 

d. Mengembangkan tema dan kategori (developing themes and 

descriptions) 

e. Menyajikan data (representing the data) 

f. Menafsirkan makna data (interpreting the meaning of themes) 

3.8 Lokasi Waktu Penelitian 

       Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas 

Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan 21464. Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan 

pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2026.  

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian       

       Penelitian ini menitikberatkan pada strategi pelaksanaan program GO 

DIGITAL dalam meningkatkan pelayanan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program 

GO DIGITAL merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam 
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memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, khususnya dalam bidang perizinan usaha bagi masyarakat. 

       Objek penelitian ini berfokus pada Dinas yang menangani UMKM dan 

pelayanan perizinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai instansi yang 

memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. 

Instansi ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan 

pembinaan, serta memberikan pelayanan terkait pengembangan dan legalitas 

usaha bagi pelaku UMKM di daerah tersebut. Melalui peran tersebut, dinas 

terkait diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, serta 

mudah diakses oleh masyarakat. 

       Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang 

semakin modern, pemerintah daerah mulai menerapkan berbagai inovasi 

pelayanan berbasis digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui 

program GO DIGITAL, yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan 

perizinan usaha bagi pelaku UMKM dengan memanfaatkan sistem digital. 

Program ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan 

transparansi pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

mengurus perizinan usaha. 

       Namun dalam pelaksanaannya, penerapan program GO DIGITAL dalam 

pelayanan perizinan UMKM masih menghadapi beberapa kendala, seperti 

keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem digital, keterbatasan 

sarana dan prasarana, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

dalam mengelola pelayanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan 
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strategi yang tepat dari pihak dinas terkait agar program GO DIGITAL dapat 

berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya 

pelaku UMKM. 

       Melalui penelitian ini akan dikaji bagaimana strategi yang dilakukan oleh 

dinas terkait dalam mengimplementasikan program GO DIGITAL untuk 

meningkatkan pelayanan perizinan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Penelitian ini juga akan melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh instansi 

tersebut dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta 

mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

tersebut. 

3.9.1 Visi Misi Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Serta 

Perdagangan Kabupaten Labuhanbanbatu Selatan 

1. Visi : 

       “Mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, transparan, dan 

berbasis digital guna mendukung perkembangan UMKM dan peningkatan 

perekonomian daerah.” 

2. Misi : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan 

transparan bagi masyarakat. 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem 

pelayanan perizinan usaha. 

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan 

pelayanan publik yang profesional. 
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4. Mendukung perkembangan dan pemberdayaan UMKM 

3.9.2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Serta Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perdagagan dan Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

       Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Strategi Program GO DIGITAL dalam meningkatkan 

pelayanan perizinan usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada 

informan yang terdiri dari Kepala Bidang dan Pegawai Dinas Koperasi dan 

UMKM, serta pelaku UMKM yang terlibat langsung dalam proses pengurusan 

perizinan usaha. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dan 

menyesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan informan. Penulis terlebih 

dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

terkait pelayanan perizinan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan 

penerapan Program GO DIGITAL. Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada 

informan dan hasilnya didokumentasikan serta dianalisis secara sistematis sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi 

bahwa penerapan Program GO DIGITAL memberikan dampak positif terhadap 

pelayanan perizinan usaha. Pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual 

kini mulai beralih ke sistem digital, sehingga proses pengurusan izin usaha 

menjadi lebih praktis dan efisien. Pelaku UMKM tidak lagi harus datang secara 

langsung ke kantor dinas untuk mengurus seluruh tahapan administrasi, karena 

sebagian proses dapat dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh 
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pemerintah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak Dinas 

Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha, 

khususnya dalam memberikan pendampingan serta arahan terkait proses 

pengurusan izin usaha. Meskipun kewenangan utama pelayanan perizinan berada 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 

namun dinas tetap aktif dalam memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat 

memperoleh legalitas usaha.  

       Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti 

perubahan regulasi yang memengaruhi proses perizinan serta kurangnya 

pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem digital. Oleh karena itu, pihak dinas 

terus berupaya memberikan sosialisasi dan pendampingan agar pelaku usaha 

dapat memahami serta memanfaatkan sistem digital dengan lebih optimal. 

Adapun hasil penelitian ini selanjutnya disajikan berdasarkan kategorisasi yang 

telah ditetapkan, yaitu efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas 

pelayanan perizinan UMKM. 

4.1.1 Efisiensi 

       Efisiensi dalam pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting 

dalam menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam 

memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan hemat sumber daya, baik dari 

segi waktu, biaya, maupun tenaga. Dalam pelayanan perizinan UMKM, efisiensi 

berkaitan dengan kemudahan proses pengurusan izin usaha, kecepatan 

pelayanan, serta kemampuan sistem dalam meminimalkan hambatan 
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administratif yang dihadapi oleh pelaku usaha. 

       Dalam pelayanan publik, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai kecepatan 

dalam memberikan layanan, tetapi juga sebagai kemampuan sistem pelayanan 

dalam meminimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas hasil 

yang diberikan kepada masyarakat. Efisiensi mencakup aspek waktu, biaya, 

tenaga, serta kemudahan prosedur yang harus dilalui oleh pengguna layanan. 

Dalam pelayanan perizinan UMKM, efisiensi menjadi sangat penting karena 

berkaitan langsung dengan kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh 

legalitas usaha secara cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. 

       Dalam era digitalisasi, efisiensi pelayanan semakin didorong melalui 

penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memangkas proses 

administratif yang sebelumnya panjang dan manual. Sistem digital 

memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara lebih sederhana, transparan, 

dan terintegrasi, sehingga dapat mengurangi interaksi langsung yang memakan 

waktu serta biaya tambahan bagi masyarakat. Namun demikian, efisiensi tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital semata, tetapi juga dipengaruhi 

oleh kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi aparatur maupun pelaku 

usaha, serta kejelasan regulasi yang mengatur proses pelayanan tersebut. Oleh 

karena itu, efisiensi dalam pelayanan perizinan UMKM tidak hanya dilihat dari 

percepatan proses, tetapi juga dari sejauh mana sistem yang diterapkan mampu 

memberikan kemudahan akses dan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh 

pelaku usaha. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fitria 
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selaku Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan terkait pada hari Selasa 3 Februari 2026 terkait efisiensi pelayanan 

perizinan usaha bagi pelaku UMKM, beliau menjelaskan bahwa proses perizinan 

usaha pada dasarnya berada di bawah kewenangan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun demikian, Dinas Koperasi 

dan UMKM tetap memiliki peran dalam membantu pelaku usaha dalam proses 

pengurusan izin usaha, khususnya dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha 

(NIB). Beliau menjelaskan bahwa sebelumnya proses pengurusan izin usaha 

relatif lebih mudah dilakukan. Pihak dinas dapat membantu pelaku UMKM 

dalam proses pembuatan NIB sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh 

legalitas usaha secara lebih cepat. Namun setelah adanya perubahan kebijakan 

atau peraturan terkait perizinan usaha, proses pengurusan izin menjadi lebih 

kompleks sehingga masih terdapat banyak pelaku UMKM yang belum memiliki 

izin usaha secara resmi. 

       Menurut beliau, dalam melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan 

perizinan usaha, pihak dinas biasanya melakukan komunikasi langsung dengan 

para pelaku UMKM untuk mengetahui apakah mereka telah memiliki izin usaha 

atau belum. Jika diketahui bahwa pelaku UMKM belum memiliki izin usaha, 

maka pihak dinas akan memberikan pendampingan serta membantu mereka 

dalam proses pengurusan izin usaha tersebut agar dapat berjalan dengan lebih 

baik. 

       Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Noer Indah Sari Selaku 

Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari 
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Rabu 4 Februari 2026 yang terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan 

UMKM. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Beliau 

menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dalam pelayanan perizinan usaha 

cukup membantu dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelaku 

UMKM. Menurutnya, sebelum diterapkannya sistem digital, proses pengurusan 

perizinan usaha masih dilakukan secara manual sehingga pelaku usaha harus 

datang langsung ke kantor dinas untuk mengurus berbagai dokumen administrasi 

yang diperlukan. Hal tersebut seringkali memerlukan waktu yang cukup lama 

karena pelaku usaha harus melalui beberapa tahapan proses pelayanan. Namun 

dengan adanya sistem digital yang telah disediakan oleh pemerintah, proses 

pelayanan perizinan usaha menjadi lebih praktis dan efisien. Pelaku UMKM kini 

dapat mengurus sebagian proses administrasi melalui sistem yang tersedia 

sehingga tidak selalu harus datang langsung ke kantor dinas. Dengan demikian, 

penerapan sistem digital dinilai mampu membantu mempercepat proses 

pelayanan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus 

legalitas usaha mereka. 

       Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Syifa 

selaku pelaku UMKM 1 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 

Februari 2026, diketahui bahwa penerapan sistem digital dalam pelayanan 

perizinan usaha memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus 

legalitas usahanya. Beliau menjelaskan bahwa sebelum adanya sistem pelayanan 

berbasis digital, proses pengurusan izin usaha memerlukan waktu yang cukup 

lama karena harus datang langsung ke kantor dinas serta melalui beberapa 
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tahapan administrasi secara manual. Namun setelah adanya sistem digital yang 

disediakan oleh pemerintah, sebagian proses pengurusan izin usaha dapat 

dilakukan secara lebih praktis. Menurutnya, sistem tersebut cukup membantu 

dalam mempercepat proses pelayanan karena beberapa tahapan administrasi 

dapat dilakukan secara lebih sederhana dibandingkan dengan sistem sebelumnya. 

Beliau juga menyampaikan bahwa terkadang masih terdapat beberapa kendala 

dalam penggunaan sistem digital, terutama bagi pelaku usaha yang belum 

terbiasa menggunakan teknologi dalam proses administrasi usaha. 

       Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Bapak Roy Arisandi selaku pelaku UMKM 2 di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan pada hari sabtu 7 Februari 2026 , Beliau mengatakan penerapan sistem 

pelayanan berbasis digital dalam pengurusan izin usaha cukup membantu pelaku 

usaha dalam mempercepat proses administrasi. Beliau juga menjelaskan bahwa 

sebelumnya proses pengurusan izin usaha dilakukan secara manual sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena pelaku usaha harus datang 

langsung ke kantor dinas serta membawa berbagai dokumen persyaratan yang 

diperlukan. Menurut beliau, proses tersebut terkadang menjadi kendala bagi 

pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu karena harus meninggalkan 

aktivitas usaha untuk mengurus berbagai tahapan administrasi perizinan. Namun 

setelah adanya sistem pelayanan yang berbasis digital, sebagian proses 

pengurusan izin usaha dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien. Pelaku 

usaha dapat memperoleh informasi mengenai prosedur pengurusan izin serta 

mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan pengajuan izin 
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usaha. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan 

sistem digital, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan 

teknologi dalam proses administrasi usaha. Oleh karena itu, Bapak Roy Arisandi 

berharap agar pihak dinas dapat terus memberikan pendampingan serta 

sosialisasi mengenai penggunaan sistem digital agar pelaku usaha dapat 

memanfaatkan layanan tersebut dengan lebih baik. 

4.1.2 Transparansi 

       Transparansi merupakan salah satu prinsip penting yang berkaitan dengan 

keterbukaan informasi kepada masyarakat. Transparansi dapat diartikan sebagai 

kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan informasi yang jelas, 

akurat, dan mudah diakses terkait prosedur, persyaratan, serta tahapan pelayanan 

yang harus dilalui oleh pengguna layanan. Dalam pelayanan perizinan UMKM, 

transparansi sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat memahami proses 

pengurusan izin secara menyeluruh sehingga dapat meminimalkan kesalahan 

dalam pemenuhan persyaratan administrasi. Transparansi adalah penyediaan 

informasi tentang aktivitas penyelenggaran pemerintahan yang harus disertai 

dengan mudahnya masyarakat untuk dapat mengetahui suatu informasi tertentu 

secara benar (Nengsih et al., 2019). 

       Transparansi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi, pelaku UMKM 

dapat mengetahui alur pelayanan secara pasti, termasuk waktu penyelesaian, 

dokumen yang dibutuhkan, serta mekanisme yang harus diikuti. Selain itu, 

transparansi dapat mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan 
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ketentuan, karena seluruh proses pelayanan dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipantau oleh masyarakat. Dalam era digital, transparansi semakin didukung 

dengan adanya sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan 

penyampaian informasi secara lebih luas dan cepat kepada masyarakat. 

       Transparansi dalam pelayanan perizinan juga berkaitan dengan konsistensi 

informasi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Informasi yang 

disampaikan harus seragam, tidak berubah-ubah, serta sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaku UMKM. Selain 

itu, transparansi juga menuntut adanya kejelasan alur pelayanan, sehingga setiap 

tahapan yang harus dilalui dapat dipahami dengan baik oleh pelaku usaha. 

Dengan demikian, transparansi tidak hanya sebatas keterbukaan informasi, tetapi 

juga mencakup kejelasan, kemudahan akses, serta kepastian dalam proses 

pelayanan. 

       Transparansi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam 

menyampaikan informasi secara komunikatif dan mudah dipahami. 

Penyampaian informasi yang baik akan membantu pelaku UMKM, khususnya 

yang baru memulai usaha, untuk memahami proses perizinan tanpa mengalami 

kesulitan yang berarti. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu aspek 

penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan perizinan berbasis digital, 

karena sistem digital pada dasarnya dirancang untuk memberikan akses 

informasi yang lebih terbuka dan efisien kepada masyarakat. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fitria 

selaku Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 



 

45 

 

 

 

Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa 3 Februari 2026 terkait transparansi dalam 

pelayanan perizinan usaha menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa 

pihak dinas selalu berupaya memberikan informasi yang jelas kepada pelaku 

UMKM terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses 

pengurusan izin usaha. Menurut beliau, pelaku UMKM perlu memahami setiap 

tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengurusan izin usaha agar mereka 

tidak mengalami kesulitan atau kebingungan dalam memenuhi persyaratan 

administrasi yang diperlukan. Oleh karena itu, pihak dinas secara aktif 

memberikan penjelasan serta arahan kepada para pelaku usaha mengenai tata 

cara pengurusan izin usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Dewi Noer Indah Sari Selaku 

Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari 

Rabu 4 Februari 2026, beliau menjelaskan bahwa transparansi dalam pelayanan 

perizinan usaha menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pihak 

dinas. Transparansi pelayanan diwujudkan melalui penyampaian informasi yang 

terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku UMKM yang ingin 

mengurus izin usaha. Informasi yang diberikan oleh pihak dinas meliputi 

berbagai hal yang berkaitan dengan proses perizinan, seperti persyaratan 

dokumen yang harus dipenuhi, prosedur pengurusan izin, serta tahapan-tahapan 

yang harus dilalui oleh pelaku usaha dalam proses perizinan tersebut. Dengan 

adanya penyampaian informasi yang jelas dan terbuka, diharapkan para pelaku 

UMKM dapat memahami proses pengurusan izin usaha dengan lebih baik 
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sehingga tidak mengalami kebingungan dalam memenuhi persyaratan 

administrasi yang diperlukan. Selain itu, transparansi informasi juga dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah. 

       Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Syifa selaku 

pelaku UMKM 1 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 Februari 

2026, Beloau menjelaskan bahwa pihak dinas telah memberikan informasi yang 

cukup jelas mengenai proses pengurusan izin usaha. Pelaku UMKM tersebut 

menjelaskan bahwa pegawai dinas memberikan penjelasan mengenai persyaratan 

yang harus dipenuhi serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses 

pengurusan izin usaha. Menurutnya, informasi yang diberikan oleh pihak dinas 

cukup membantu dalam memahami proses perizinan usaha sehingga pelaku 

usaha dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan lebih baik. Selain 

itu, adanya penjelasan dari pegawai dinas juga membuat pelaku usaha merasa 

lebih yakin dalam menjalankan proses pengurusan izin usaha yang sedang 

dilakukan. 

       Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roy Arisandi 

selaku pelaku UMKM 2 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 

Februari 2026, Beliau menjelaskan bahwa pihak dinas telah memberikan 

informasi yang cukup jelas mengenai proses pengurusan izin usaha. Beliau 

menjelaskan bahwa pegawai dinas memberikan penjelasan mengenai berbagai 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan izin usaha, seperti 

dokumen administrasi yang diperlukan serta tahapan-tahapan yang harus 
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dilakukan dalam proses pengajuan izin. Menurut beliau, informasi yang 

diberikan oleh pihak dinas cukup membantu pelaku usaha dalam memahami 

proses perizinan usaha sehingga mereka dapat mempersiapkan dokumen yang 

diperlukan dengan lebih baik. Selain itu, keterbukaan informasi dari pihak dinas 

juga membuat pelaku usaha merasa lebih yakin dalam mengurus izin usaha 

mereka karena telah mengetahui prosedur yang harus dijalani. Beliau juga 

menyampaikan bahwa keberadaan informasi yang jelas mengenai proses 

perizinan sangat penting bagi pelaku usaha, terutama bagi mereka yang baru 

memulai usaha dan belum memiliki pengalaman dalam mengurus izin usaha. 

Dengan adanya penjelasan dari pihak dinas, pelaku usaha dapat memahami 

proses yang harus dilakukan sehingga tidak mengalami kebingungan dalam 

mengurus legalitas usaha. 

4.1.3 Aksesibilitas 

       Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip penting yang berkaitan dengan 

kemudahan masyarakat dalam menjangkau dan memanfaatkan layanan yang 

disediakan oleh pemerintah. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai tingkat 

kemudahan bagi pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan tanpa adanya 

hambatan, baik dari segi jarak, waktu, biaya, maupun kemampuan dalam 

memahami sistem pelayanan yang tersedia. Dalam pelayanan perizinan UMKM, 

aksesibilitas menjadi faktor yang sangat penting karena berkaitan langsung 

dengan kemampuan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara 

cepat dan tepat. Pengertian Aksesibilitas secara umum adalah derajat kemudahan 

dicapai orang terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan. Secara 
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harfiah/asal katanya, aksesibilitas berasal dari kata “access” dalam bahasa inggris 

yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas berarti mudah dijangkau/ dicapai 

(Krismayani et al., 2017). 

       Aksesibilitas pelayanan yang baik ditandai dengan tersedianya berbagai 

saluran pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui sistem digital. Dengan adanya inovasi Program Go Digital, 

akses pelayanan perizinan menjadi lebih terbuka karena pelaku UMKM tidak 

lagi harus datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengurus izin usaha. 

Sistem digital memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi serta 

melakukan proses administrasi secara online, sehingga dapat menghemat waktu 

dan biaya. 

       Aksesibilitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem 

digital, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi 

tersebut. Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM masih menjadi 

salah satu kendala dalam mengakses layanan perizinan berbasis digital. Oleh 

karena itu, peran pemerintah melalui dinas terkait sangat diperlukan dalam 

memberikan pendampingan, sosialisasi, serta bimbingan kepada pelaku usaha 

agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan sistem pelayanan yang tersedia 

dengan baik. Aksesibilitas pelayanan publik berbasis digital sangat dipengaruhi 

oleh faktor kesiapan sumber daya manusia dan tingkat literasi teknologi 

masyarakat. 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitria selaku Kepala Bidang Dinas 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa 3 
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Februari 2026, terkait aksesibilitas pelayanan perizinan usaha merupakan salah 

satu aspek yang menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Beliau menjelaskan bahwa pihak dinas terus berupaya 

memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengakses 

pelayanan perizinan usaha dengan lebih mudah. Namun demikian, beliau juga 

mengakui bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku 

UMKM dalam mengakses pelayanan perizinan usaha, terutama setelah adanya 

perubahan peraturan terkait sistem perizinan. Beberapa pelaku usaha masih 

mengalami kesulitan dalam memahami proses pengurusan izin yang harus 

dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak dinas berupaya memberikan 

pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat memahami proses 

pengurusan izin usaha dengan lebih baik. Pendampingan tersebut dilakukan 

melalui kegiatan sosialisasi maupun konsultasi langsung dengan pelaku usaha. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Dewi Noer Indah Sari Selaku 

Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari 

Rabu 4 Februari 2026, Beliau menjelaskan bahwapihak dinas sering memberikan 

bantuan kepada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses 

pengurusan izin usaha. Bantuan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk 

pendampingan serta penjelasan secara langsung mengenai tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses pengurusan izin usaha. Beliau 

juga menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum 

memahami proses pengurusan izin usaha, terutama bagi pelaku usaha yang 

belum terbiasa menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, pihak dinas 
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berusaha memberikan bimbingan serta arahan kepada pelaku UMKM agar 

mereka dapat memahami proses pengurusan izin usaha dengan lebih baik. 

Pendampingan yang diberikan oleh pihak dinas juga bertujuan untuk 

mempermudah akses pelaku UMKM terhadap pelayanan perizinan usaha. 

Dengan adanya bantuan dan pendampingan dari pihak dinas, pelaku usaha dapat 

memperoleh informasi yang lebih jelas serta mendapatkan arahan mengenai 

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengurusan izin usaha. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Syifa selaku pelaku UMKM 1 di 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 Februari 2026, diketahui 

bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas cukup mudah untuk diakses 

oleh pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa ketika mengalami kesulitan dalam 

proses pengurusan izin usaha, pihak dinas memberikan bantuan serta arahan 

mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Beliau juga menyampaikan 

bahwa keberadaan pendampingan dari pihak dinas sangat membantu dalam 

memahami proses pengurusan izin usaha. Menurutnya, tidak semua pelaku usaha 

memahami prosedur perizinan yang berlaku, sehingga bantuan dari pihak dinas 

sangat diperlukan agar proses pengurusan izin dapat berjalan dengan baik. 

       Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roy Arisandi 

selaku pelaku UMKM 2 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 

Februari 2026, Beliau menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak 

dinas cukup mudah untuk diakses oleh pelaku usaha. Pelaku UMKM tersebut 

menjelaskan bahwa ketika mengalami kesulitan dalam proses pengurusan izin 

usaha, pihak dinas memberikan bantuan serta arahan mengenai langkah-langkah 
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yang harus dilakukan dalam proses pengurusan izin tersebut. Selain itu, beliau 

tersebut juga menyampaikan bahwa pegawai dinas bersedia memberikan 

penjelasan secara langsung kepada pelaku usaha yang membutuhkan informasi 

mengenai proses perizinan. Hal ini dinilai sangat membantu, terutama bagi 

pelaku usaha yang belum memahami prosedur perizinan usaha yang berlaku. 

Menurutnya, keberadaan pelayanan yang mudah diakses serta adanya bantuan 

dari pihak dinas memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus 

izin usaha. Beliau juga merasa lebih terbantu karena dapat berkonsultasi 

langsung dengan pegawai dinas apabila mengalami kesulitan dalam proses 

pengurusan izin. 

4.1.4 Akuntabilitas 

       Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan pada 

pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan terhadap setiap proses dan hasil 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat diartikan 

sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan ketentuan dan 

standar yang telah ditetapkan. Dalam pelayanan perizinan UMKM, akuntabilitas 

sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Akuntabilitas adalah 

pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan 

pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim 

dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (Sari & Zefri, 2019) 
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       Akuntabilitas pelayanan yang baik ditandai dengan adanya kejelasan 

prosedur, ketepatan waktu pelayanan, serta sikap responsif aparatur dalam 

menangani kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas 

juga mencakup adanya evaluasi dan pengawasan terhadap proses pelayanan, 

sehingga setiap kegiatan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Dalam era digital, akuntabilitas semakin diperkuat dengan adanya 

sistem berbasis teknologi yang memungkinkan proses pelayanan dapat dipantau 

dan ditelusuri secara lebih terbuka dan sistematis. 

       Namun demikian, akuntabilitas tidak hanya bergantung pada sistem yang 

digunakan, tetapi juga pada komitmen dan integritas aparatur dalam memberikan 

pelayanan. Aparatur yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab akan 

memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi 

salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik 

yang optimal. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitria selaku 

Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan pada hari Selasa 3 Februari 2026, terkaitakuntabilitas pelayanan 

perizinan usaha diwujudkan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas 

dalam memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada masyarakat. 

Beliau menjelaskan bahwa pihak dinas selalu berupaya memastikan bahwa 

setiap pelaku UMKM memperoleh pelayanan yang baik serta mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk 
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akuntabilitas yang dilakukan oleh dinas adalah dengan melakukan evaluasi 

terhadap kepemilikan izin usaha di kalangan pelaku UMKM. Evaluasi tersebut 

dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pelaku usaha untuk mengetahui 

apakah mereka telah memiliki izin usaha atau belum. 

       Selanjutnya Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Noer Indah Sari Selaku 

Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari 

Rabu 4 Februari 2026, diketahui bahwa pihak dinas selalu berusaha memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan 

dalam proses pengurusan izin usaha. Pegawai dinas memiliki peran penting 

dalam memberikan arahan, pendampingan, serta membantu pelaku usaha dalam 

menyelesaikan berbagai tahapan administrasi yang diperlukan dalam proses 

perizinan usaha. Beliau juga menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan 

kepada pelaku UMKM dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar setiap 

pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan yang baik serta mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pelayanan 

yang baik dari pihak dinas, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh 

kemudahan dalam mengurus izin usaha serta menjalankan kegiatan usaha 

mereka secara lebih tertib dan teratur. Beliau juga berusaha untuk selalu 

memberikan respons yang cepat terhadap berbagai pertanyaan atau kendala yang 

dihadapi oleh pelaku UMKM dalam proses pengurusan izin usaha. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pihak dinas dalam memberikan 

pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 

       Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Syifa selaku pelaku UMKM 1 di 
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Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 Februari 2026, Beliau 

menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas dinilai cukup 

baik dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Pelaku UMKM tersebut 

menjelaskan bahwa pegawai dinas bersedia memberikan penjelasan serta 

membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses pengurusan izin 

usaha. Menurutnya, sikap pegawai dinas yang ramah serta kesediaan mereka 

dalam membantu pelaku usaha memberikan kesan positif terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini membuat pelaku UMKM merasa 

lebih terbantu dalam mengurus legalitas usaha yang dijalankan. 

       Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roy Arisandi 

selaku pelaku UMKM 2 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari sabtu 7 

Februari 2026, beliau menjelaskan pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas 

dinilai cukup baik dan bertanggung jawab dalam membantu pelaku usaha dalam 

proses pengurusan izin usaha. Pelaku UMKM tersebut menjelaskan bahwa 

pegawai dinas bersedia memberikan arahan serta membantu pelaku usaha dalam 

memahami berbagai tahapan yang harus dilakukan dalam proses perizinan 

usaha. Menurut beliau, sikap pegawai dinas yang ramah serta kesediaan mereka 

dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha memberikan kesan positif 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pelaku UMKM 

tersebut juga menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas 

cukup responsif terhadap berbagai pertanyaan atau kendala yang dihadapi oleh 

pelaku usaha dalam proses pengurusan izin usaha. Dengan adanya pelayanan 

yang baik dari pihak dinas, pelaku UMKM merasa lebih terbantu dalam 
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mengurus legalitas usaha yang dijalankan. Selain itu, pelayanan yang 

bertanggung jawab dari pihak dinas juga diharapkan dapat mendorong para 

pelaku UMKM untuk lebih aktif dalam mengurus izin usaha mereka sehingga 

kegiatan usaha yang dijalankan dapat memiliki legalitas yang jelas dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Efisiensi 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan, diketahui bahwa efisiensi pelayanan perizinan UMKM 

mengalami peningkatan setelah diterapkannya Program Go Digital. Sebelum 

adanya sistem digital, proses pengurusan izin usaha masih dilakukan secara 

manual, di mana pelaku UMKM harus datang langsung ke kantor dinas serta 

melalui berbagai tahapan administrasi yang cukup panjang dan memerlukan 

waktu yang lama. Kondisi tersebut seringkali menjadi kendala bagi pelaku usaha 

karena harus meninggalkan aktivitas usaha untuk mengurus perizinan. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam 

pelayanan perizinan telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam 

mengurus legalitas usaha. Pelaku usaha dapat melakukan sebagian proses 

administrasi secara online sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, pelaku 

usaha juga dapat memperoleh informasi mengenai prosedur serta persyaratan 

perizinan sebelum melakukan pengajuan izin usaha. Namun demikian, 

berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa masih terdapat beberapa 

kendala dalam pelaksanaan sistem digital, seperti adanya perubahan regulasi 
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serta keterbatasan pemahaman teknologi oleh sebagian pelaku UMKM sehingga 

masih memerlukan pendampingan dari pihak dinas. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi 

birokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021) menunjukkan bahwa 

penerapan e-government dalam pelayanan perizinan mampu mempercepat 

proses administrasi serta mengurangi waktu pelayanan.  Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Sari (2022) juga menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik 

dapat mengurangi prosedur yang berbelit-belit sehingga pelayanan menjadi lebih 

efektif dan efisien. Selain itu, penelitian oleh Nugroho (2020) menunjukkan 

bahwa pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan 

kecepatan pelayanan serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan 

pemerintah. 

       Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

pelayanan perizinan UMKM melalui Program Go Digital di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari 

adanya perubahan sistem pelayanan yang lebih cepat, praktis, serta memberikan 

kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha. Namun demikian, 

masih diperlukan peningkatan dalam hal sosialisasi, pendampingan, serta 

pemahaman teknologi bagi pelaku UMKM agar pemanfaatan sistem digital 

dapat berjalan secara lebih optimal dan merata. 

4.2.2. Transparansi  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten 
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Labuhanbatu Selatan, diketahui bahwa transparansi dalam pelayanan perizinan 

UMKM melalui Program Go Digital dilakukan melalui penyampaian informasi 

yang terbuka kepada pelaku usaha terkait prosedur, persyaratan, serta tahapan 

dalam proses pengurusan izin usaha. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM 

memberikan penjelasan secara langsung kepada pelaku UMKM mengenai 

dokumen yang harus dipenuhi serta langkah-langkah yang harus dilakukan 

dalam proses perizinan. Selain itu, transparansi juga didukung dengan adanya 

sistem digital yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi 

mengenai pelayanan perizinan secara lebih mudah. Informasi tersebut tidak 

hanya disampaikan secara langsung, tetapi juga melalui media komunikasi yang 

digunakan oleh pihak dinas dalam memberikan arahan kepada pelaku UMKM. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelayanan 

perizinan UMKM telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Go 

Digital di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Melalui keterbukaan informasi yang 

diberikan oleh pihak dinas, pelaku UMKM dapat memahami proses pengurusan 

izin usaha dengan lebih baik sehingga dapat mempersiapkan dokumen yang 

diperlukan secara tepat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian juga 

diketahui bahwa masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang belum 

sepenuhnya memahami informasi yang diberikan, terutama bagi mereka yang 

belum terbiasa dengan sistem digital. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku 

usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pelayanan perizinan 

secara menyeluruh. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadli 
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Mappisabbi et al., 2025) yang menjelaskan bahwa penerapan e-government 

mampu meningkatkan transparansi melalui kemudahan akses informasi publik 

serta sistem monitoring yang lebih terbuka . Penelitian lain yang dilakukan oleh 

(Daud et al., 2025) juga menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik 

berbasis digital dapat meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat 

sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami . Selain itu, 

penelitian (Yungkul, 2025) menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik 

mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi 

informasi dalam sistem pelayanan . Penelitian (Sucahyo et al., 2003) 

menjelaskan bahwa implementasi e-service dalam pelayanan publik dapat 

meningkatkan akses informasi serta mendorong transparansi pelayanan kepada 

masyarakat 

4.2.3 Aksesibilitas  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan, diketahui bahwa aksesibilitas dalam pelayanan perizinan 

UMKM melalui Program Go Digital dilakukan dengan memanfaatkan sistem 

pelayanan berbasis online yang dapat diakses oleh pelaku usaha kapan saja dan 

di mana saja. Melalui sistem tersebut, pelaku UMKM tidak lagi terbatas oleh 

jarak dan waktu dalam mengurus perizinan usaha. Selain itu, pihak Dinas 

Koperasi dan UMKM juga memberikan kemudahan akses informasi serta 

pendampingan kepada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam 

menggunakan sistem digital. Aksesibilitas pelayanan juga didukung dengan 

adanya komunikasi melalui media digital seperti WhatsApp yang digunakan 
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untuk memberikan informasi serta arahan kepada pelaku usaha.  

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pelayanan perizinan 

UMKM telah mengalami peningkatan melalui penerapan Program Go Digital. 

Pelaku UMKM menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan perizinan tanpa 

harus datang langsung ke kantor pelayanan. Kemudahan ini memberikan 

dampak positif terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan waktu 

dan jarak. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa 

tidak semua pelaku UMKM dapat mengakses layanan digital dengan baik, 

terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi 

serta kendala jaringan internet di beberapa wilayah. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2020) yang menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat 

meningkatkan aksesibilitas layanan sehingga masyarakat dapat memperoleh 

pelayanan dengan lebih mudah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari (2022) 

juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan 

publik mampu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, penelitian Pratama (2021) menjelaskan 

bahwa sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan masyarakat untuk 

mengakses layanan secara mandiri melalui perangkat teknologi. Penelitian 

Rahmawati (2021) juga menyatakan bahwa aksesibilitas pelayanan publik dapat 

ditingkatkan melalui pemanfaatan media digital yang memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh informasi dan layanan.  

       Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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aksesibilitas dalam pelayanan perizinan UMKM di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan telah mengalami peningkatan melalui penerapan Program Go Digital. 

Pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau oleh pelaku UMKM tanpa dibatasi 

oleh jarak dan waktu. Selain itu, kemudahan akses informasi juga membantu 

pelaku usaha dalam memahami proses perizinan dengan lebih baik. Namun 

demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal pemerataan akses teknologi 

serta peningkatan kemampuan digital masyarakat agar aksesibilitas pelayanan 

dapat berjalan secara lebih optimal dan merata. 

4.2.4. Akuntabilitas  

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan, akuntabilitas pelayanan perizinan UMKM menunjukkan adanya 

peningkatan setelah diterapkannya Program Go Digital. Akuntabilitas dalam 

konteks pelayanan publik mengacu pada pertanggungjawaban aparatur 

pemerintah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

bersikap responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha, serta mampu 

mempertanggungjawabkan proses pelayanan kepada pihak yang berkepentingan. 

       Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur dinas selalu berusaha 

memberikan pelayanan yang bertanggung jawab kepada pelaku UMKM, 

termasuk dalam membantu mengarahkan pelaku usaha pada tahapan dan 

persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin usaha. Selain itu, 

pihak dinas juga melakukan evaluasi terhadap pelaku UMKM untuk memastikan 

bahwa izin usaha telah dimiliki dan proses pelayanan dilakukan secara sesuai 

prosedur. Sikap responsif dari aparatur dinas dalam menjawab pertanyaan 
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maupun memberikan bantuan teknis merupakan salah satu bentuk akuntabilitas 

yang dirasakan oleh pelaku usaha. Namun demikian, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas pelayanan telah mengalami 

peningkatan, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal pengawasan 

berkelanjutan dan peningkatan responsivitas terhadap masukan pelaku UMKM. 

Hal ini berkaitan dengan tantangan keterbatasan sumber daya manusia serta 

kompleksitas perubahan regulasi yang mempengaruhi proses pelayanan. 

       Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

menjelaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penelitian oleh 

Mareta dan Fakih (2024) menjelaskan bahwa akuntabilitas pelayanan publik 

merupakan kewajiban pihak penyelenggara layanan untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas pelayanan kepada publik secara transparan dan sesuai regulasi yang 

berlaku. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mappisabbi et., al (2025) 

menunjukkan bahwa implementasi e-government berperan penting dalam 

meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik karena teknologi digital 

memungkinkan sistem pemantauan dan pelacakan proses pelayanan secara lebih 

efektif. Selain itu, penelitian oleh Jabar dan Yuniarni (2025) menyatakan bahwa 

prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik tidak hanya terkait dengan 

pertanggungjawaban aparatur tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam 

memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan 

pelayanan. 

       Berdasarkan hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas 
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pelayanan perizinan UMKM melalui Program Go Digital di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh 

upaya aparatur dinas memberikan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

serta evaluasi terhadap pelaku UMKM yang telah memiliki izin usaha. Namun 

demikian, masih diperlukan peningkatan dalam pengawasan berkelanjutan dan 

peningkatan kapasitas aparatur agar akuntabilitas pelayanan dapat menjadi lebih 

optimal mendukung kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan kemudian penulis 

melengkapinya dengan penyajian data serta pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok dari permasalahan mengenai 

Strategi Program GO DIGITAL dalam meningkatkan pelayanan perizinan 

UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

       Program GO DIGITAL merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah. Melalui penerapan sistem pelayanan berbasis 

digital, pemerintah berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

mengurus izin usaha sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan 

transparan. Program ini juga diharapkan mampu mendukung perkembangan 

UMKM di daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan program GO DIGITAL dalam pelayanan perizinan UMKM di 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menunjukkan adanya upaya dari pihak 

dinas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelaku UMKM 

seperti pemberian informasi mengenai proses perizinan, pendampingan dalam 

pengurusan izin usaha, serta pemanfaatan sistem digital untuk mempermudah 
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proses administrasi perizinan. Dengan adanya sistem pelayanan digital, pelaku 

UMKM dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi serta 

mengurus legalitas usaha mereka. 

       Namun dalam pelaksanaannya, program GO DIGITAL tersebut masih 

menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah masih 

adanya pelaku UMKM yang belum memahami penggunaan sistem digital dalam 

pengurusan perizinan usaha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi 

digital pada sebagian masyarakat serta kurangnya pemahaman mengenai 

pentingnya legalitas usaha. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang lebih 

memilih menggunakan cara konvensional dalam mengurus perizinan karena 

sudah terbiasa dengan sistem pelayanan secara langsung. 

       Selain faktor tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya 

sosialisasi mengenai program GO DIGITAL juga menjadi salah satu hambatan 

dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis digital. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pihak dinas terkait untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sistem digital 

dalam pelayanan perizinan usaha. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan 

pelaksanaan program GO DIGITAL dapat berjalan lebih efektif dan mampu 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku UMKM di Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan. 
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5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi 

program Go Digital dalam meningkatkan pelayanan perizinan UMKM di 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan 

dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Go 

Digital sehingga pelaku UMKM dapat memahami dengan baik proses 

pengurusan perizinan usaha melalui sistem digital. 

2. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang terlibat dalam pelayanan perizinan agar mampu 

memberikan pelayanan yang lebih profesional serta mampu membantu 

masyarakat dalam menggunakan sistem digital yang tersedia. 

3. Diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan kepada pelaku UMKM 

mengenai penggunaan teknologi digital dalam pengurusan izin usaha 

sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. 

4. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program Go Digital agar pelayanan perizinan UMKM di 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, 

serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus legalitas 

usaha. 
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